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TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

pokok Badan  Standardisasi Nasional di bidang
administrasi pemerintahan perlu penyeragaman
pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan

Standarisasi Nasional,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Standardisasi Nasional tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102
Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
105D/PER/BSN/11/2008 tentang Logo Badan
Standardisasi Nasional,

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
73/PER/BSN/8/2009 tentang Penggunaan Logo Badan
Standardisasi Nasional,

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1
Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi seluruh unit kerja
di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam

pengelolaan Tata Naskah Dinas.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. jenis dan format naskah dinas;
b. pembuatan naskah dinas;
c. pengurusan naskah dinas korespondensi;
d. penanganan naskah dinas;
e. kewenangan penandatanganan; dan

f. penggunaan logo dan cap Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN T

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN
STANDARDISASI NASIONAL

BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu komponén penting dalam
ketatalaksanaan pemerintalh adalah administrasi umum.
Ruang lingkup administrasi amum meliputi tata naskah
dinas, penamaan lembaga, singkatan dan -akronim,
kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur
administrasi umum mencakup pengaturan tentang. jenis,
penyvusunan, penggunaan logo, cap dinas, kewenangan
penandatanganan, serta penggunaan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar dalam naskah dinas,

Keterpadnan tata naskah dinas Badan
Standardisasi Nasional (BSN) sangat diperlukan untuk
menunjang kelancaran komunikasi tulis instansi dalam
penyvelenggaraan  tugas umnm  pemerintahan  dan
pembangunan dalam bidang standardisasi secara efektif
dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Tata Naskah
Dinas sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan

tata laksana pemerintahan di lingkungan BSN.

B. Maksud dan tujunan
1. Maksud
Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedomar
atau acuan bagi unit kerja di lingkungan BSN dalam

pengelolaan persuratan.

www.peraturan.go.id



